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“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang 

melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

 Notaris adalah pejabat umum yang merupakan satu-satunya yang 

berwenang untuk mensahkan semua perbuatan, perjanjian, dan pengaturan 

yang harus dinyatakan oleh para pihak yang berkepentingan dalam akta 

notaris, untuk menjamin keamanan tanggal, untuk menyimpan dan 

meneruskan akta tersebut secara keseluruhan, salinan dan kutipan dari semua 

tindakan yang disebutkan dalam dokumen tidak dialihkan atau dikecualikan 

oleh otoritas atau orang lain.1  

 Pelaksanaan tugas notaris meliputi memberikan alat bukti yang diperlukan 

oleh para pihak untuk suatu perbuatan hukum tertentu dan alat bukti tersebut 

merupakan alat bukti perdata dan notaris membuat akta karena diminta oleh 

para pihak. Notaris tidak akan membuat akta tanpa permintaan para pihak, dan 

notaris akan membuat akta yang dimaksud berdasarkan bukti-bukti atau 

keterangan-keterangan atau keterangan-keterangan para pihak yang diajukan 

atau dijelaskan kepada notaris, bentuk-bentuk di hadapan notaris secara fisik, 

formil  dan secara substantif berupa akta notaris, tetapi dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam akta mengenai tata cara atau tata cara 

 
1
Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi 

Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille “Jurnal USM Law Review Vol 5 No 

1 Tahun 2022, hlm. 277. 
  



2 

 

“ 

 

pembuatan akta dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan acara 

pengadilan yang berhubungan dengan itu..2 

 Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 tentang Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang (selanjutnya disingkat UUJN). 

Adapun kewenangan Notaris diatur dalam BAB III, Bagian Pertama tentang 

Kewenangan. Pasal 15 ayat (1) UUJN yang bermaksud untuk menegaskan 

mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat 

akta otentik. 3  Kesepakatan dengan cara lisan memiliki kelemahan Ketika 

dijadikan sebagai alat bukti dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena 

kesepakatan lisan tidak ada wujud fisik untuk menjadi jaminan bahwa 

kesepakatan tersebut benar terjadi. Penjelasan mengenai akta otentik termuat 

pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat 

KUHPerdata). 

Kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata 

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (volledig 

bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). 4  Pasal 1868 KUH 

Perdata dijalankan dengan maksud dari para perancang undang-undang ialah 

mengarahkan pejabat publik yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta 

 
2  Ghansham Anand, “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban 

Pembubuhan Sidik Jari Penghadap”, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 2 Issue 1, March, 

2017, hlm. 33. 
3 Denico Doly, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan 

Tanah”, NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November 201, hlm. 271. 
4 Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, Bandung, Grafiti Budi Utami, 2005, hlm. 545.   
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autentik, yang dalam hal ini adalah Notaris yang ditunjuk sesuai ketentuan 

undang-undang. Selanjutnya, akta yang telah dibuat akan memiliki status 

sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak.  

Sesuai dengan ketentuan kewenangan notaris dan Pasal 1870 dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menggariskan peran notaris 

sebagai seorang pejabat umum yang bertugas memberikan keyakinan hukum 

dengan melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik.5 Notaris adalah 

lembaga negara. Perikatan Notaris adalah suatu pekerjaan atau tugas yang 

dengan sengaja ditentukan oleh undang-undang untuk suatu tujuan dan tugas 

tertentu serta dilaksanakan sebagai suatu lingkungan kerja yang tetap. 

Kedudukan notaris sebagai pejabat memberinya kewenangan untuk membuat 

akta notaris. Sebelum melaksanakan tugasnya, notaris terlebih dahulu harus 

mengucapkan sumpah jabatan dan mempertanggungjawabkan tugas dan 

tanggung jawabnya.6 

 Tugas notaris memberikan bantuan tentang akta autentik agar Masyarakat 

yang kurang memahami mengenai aturan hukum dapat memahami dengan 

benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. 7 

Notaris dapat memberikan keterangan yang dirahasiakan jika notaris 

ditetapkan sebagai saksi atau tersangka, atau dalam pemeriksaan oleh Majelis 

Pengawas sesuai dengan yang diperintahkan undang-undang. 

 
5 Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, Op.Cit., hlm. 277. 
6  Abdul Kadir Mohammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2005, hlm. 49. 
7 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, Cet. 2, (Bandung Alumni/ 

1983/Bandung, 1983), hlm. 2 
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pejabat negara mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik 

mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan 

melalui jabatan  tertentu.8 

 Notaris memiliki wilayah kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu 

yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaris oleh Kantor 

Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam ruang lingkup wilayah kerja, 

notaris memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari 

tempat kedudukannya. 9  Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUJN bahwa tempat 

kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris memiliki pengertian yang 

berbeda. Contohnya, pejabat notaris memiliki wilayah kerja di Sumatera 

Selatan dan bertempat di Palembang, dilarang di wilayah Jambi. Notaris harus 

diberi kuasa selama di sanalah akta itu dibuat. Artinya, setiap notaris dapat 

menentukan bidang kegiatannya sesuai dengan tempat tinggalnya. Oleh 

karena itu, notaris hanya diperbolehkan melakukan perbuatan dalam bidang 

kegiatannya.  

 Menurut Habib Adjie, notaris berkedudukan di wilayah administratif atau 

perkotaan menurut Pasal 18 (1) UUJN. Jika tempat tinggal notaris berarti 

notaris tersebut berkantor di kota/kabupaten dan hanya 1 (satu) kantor di 

 
8 Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan dan Kewenangan Notaris 

dalam Membuat Akta Autentik”, Jurnal Akta vol 4 no. 4, Desember 2017  
9Cindy Amelia Iskandar, “Notaris Kota Tangerang yang Melaksanakan Penandatanganan 

Akta di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 

11/B/Mppn/Xii/2018)”, Pakuan Law Review, Vol 8, No, 3 tahun 2022, hlm. 130. 
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kota/kabupaten. 10  Bahwa pada tempat kedudukan Notaris berarti Notaris 

berkantor di derah kota/kabupaten dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada 

daerah kota atau kabupaten. 11  Kebutuhan notaris di kota atau kabupaten 

tergantung pada komposisi yang ditetapkan di kota atau kabupaten dengan 

keputusan menteri. Hanya memiliki satu kantor sehingga tidak memiliki 

cabang, kantor perwakilan.12  

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berdasarkan UUJN dan 

Kode Etik Notaris yang memiliki arti terhadap jabatan Notaris itu sendiri. 

Notaris harus tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan 

jabatannya tersebut. Selain itu Notaris tersebut juga harus bertanggung jawab 

terhadap masyarakat yang dilayaninya atau yang menggunakan jasa Notaris 

tersebut Oleh karena itu, Notaris berhak membuat akta hanya di wilayah 

kerjanya. Perbuatan yang dilakukan di luar domain hanya berkedudukan di 

bawah tangan.  

 Dalam pembuatan akta autentik, ada banyak komponen yang perlu 

diperhatikan. Beberapa contohnya yaitu jika tidak ada pihak yang 

mempermasalahkan kedudukan akta itu dan pihak tersebut tidak menemukan 

kesalahan secara hukum pada akta yang diibuat, maka akata tersebut tetap 

dianggap sah demi hukum. 13  Akta Notaris, meskipun awalnya memiliki 

 
10  Sjaifurrachman, Aspek-aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, 

Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 95.   
11 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN.2014/No. 3, TLN No. 

5491, Ps. 19 ayat 1. 
12 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 

2004, TLN No. 4432, Ps. 22. 
13 Anke Dwi Saputra, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang, 

Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 31. 
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kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan dalam perselisihan hukum 

perdata sebagai akta autentik, rupanya dapat mengalami penurunan status 

yang mengubahnya dari kekuatan bukti yang kuat dan sempurna menjadi 

setara dengan akta di bawah tangan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

cacat hukum yang berpotensi menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahan 

dari akta Notaris tersebut. Namun, perlu diingat bahwa akta di bawah tangan 

memiliki kelemahan yang signifikan, di mana untuk membuktikan isinya 

harus disertai dengan alat pembuktian lain karena tidak memiliki status 

sebagai alat bukti yang sepenuhnya meyakinkan.14 

 Tanggung jawab notaris melibatkan pembuatan akta, tetapi tidak 

mencakup verifikasi atas kebenaran konten akta yang diciptakan di 

hadapannya. Pasalnya, substansi akta tersebut sepenuhnya mencerminkan 

keinginan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berhadapan dengan notaris.  

Jika Notaris melakukan tindakan di luar lingkup wewenangnya, akta tersebut 

akan kehilangan keberlakuan hukum, dan perilaku tersebut berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Pihak yang merasa dirugikan 

memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian yang 

dilakukan oleh Notaris saat menyusun akta otentik. 15  Seringkali terjadi 

perdebatan akademis terkait pembuatan akta notaris di luar kantornya dan 

bagaimana pertanggungjawabannya. Sedangkan menurut Sumendro, alas an-

 
14 Nitasari, K. R. Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Bank Yang Tidak Dilegalisasi 

Oleh Notaris. Balo: Universitas Udayana, 2018. 
15 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan, Bandung: 

Sumur, 1983.   
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alasan tertentu yang mengizinkan notaris menjalankan jabatannya di luar 

kedudukannya dapat berupa pembuata akta RUPS.  

 Pembuatan dan penandatanganan akta di kantor notaris dianggap 

mempersulit pada sebagian pihak, yang juga melakukan pelayanan publik di 

tempat lain kemudian pihak penghadap tersebut diharuskan datang di kantor 

notaris untuk membuat akta tersebut.  Dapat diasumsikan bahwa notaris 

mempunyai tanggung jawab penuh atas setiap tindakan dan perbuatannya, 

sehingga mutu aktanya tergolong akta yang nyata dan ia mempunyai 

kekuasaan eksekutif. 16  Bahkan kini diduga terdapat notaris yang memiliki 

kantor cabang selain dari kantor resminya, seperti rumah karyawannya untuk 

menerima klien dan mengesahkan akta di tempat tersebut. Senyatanya hal ini 

sangat bertolak belakang dengan UUJN dan kode etik notaris. Kecuali notaris 

bersangkutan sakit atau dalam keadaan mendesak yang mengharuskannya para 

pihak datang ke rumah. 17 Dari konsep berfikir ini maka penelitian ini merujuk 

pada bahasan LARANGAN NOTARIS MENJALANKAN JABATAN DI 

LUAR WILAYAH JABATAN 

 

 

 

 

 

 
16 Nilna Muna Yuliandari dan Yu Un Oppusunggu, ”Upaya Hukum Notaris Yang 

Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal USM 

Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 846. 
17  R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

1982), hlm. 73. 



8 

 

“ 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan tentang akta notaris yang dibuat oleh notaris di luar 

wilayah jabatan? 

2. Apa akibat hukum terhadap Akta Notaris yang dibuat Oleh Notaris di luar 

wilayah jabatannya? 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang akta notaris yang 

dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Notaris 

yang dibuat di luar wilayah jabatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Untuk memberikan gambaran serta sumbangan ilmu hukum secara umum, 

khususnya mengenai pembuatan akta notaris yang dibuat di luar wilayah 

jabatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Notaris 

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kerangka dasar dalam 

berfikir dan landasan bertindak pejabat umum yang memiliki 

kewenangan dalam pembuatan akta otentik terhadap produk yang 

dikeluarkan oleh notaris. 
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b. Penghadap/Para Pihak 

Untuk penambah ilmu pengetahuan dan juga menambah literasi dalam 

pengetahuan terkait hal yang berhubungan dengan perusahaan dan 

dapat dipergunakan untuk perkembangan penelitian berikutnya. 

c. Pemerintah  

Diharapkan bahwa hasil dari studi ini akan memberikan manfaat bagi 

pemerintah dengan memungkinkan pemerintah untuk meninjau 

kembali peraturan yang ada guna memastikan kesesuaian dengan 

praktik yang berlangsung di masyarakat. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup studi ini dititikberatkan pada permasalahan mengenai akta 

notaris yang dibuat di luar kantor notaris dan akibat/pertanggungjawaban 

hukum notaris terhadap akta yang dibuat di luar kantor notaris.   

F. Kerangka Teori 

 Dalam konteks teoretis, akan diuraikan beberapa teori yang akan 

dimanfaatkan untuk mengatasi isu yang ditegaskan oleh penulis guna 

merespon tantangan dalam riset ini, sebagai berikut: 

1. Teori Kewenangan  

Kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan 

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum 

publik di dalam hubungan hukum publik. 18  Patokan teori kewenangan 

adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam 

 
18 Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada , 2013, hlm. 183. 



10 

 

“ 

 

melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum 

publik maupun hukum privat.19 

Dari kuasa yang diberikan oleh undang - undang kepada notaris, 

maka notaris merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus, 

pengetahuan yang luas dan tanggung jawab yang besar dalam pelayanan 

kepentingan umum, karena hakekat tugas notaris adalah peraturan hukum 

yang tertulis dan autentik. Maka dari itu, banyak peraturan perundang-

undangan yang dibuat di samping fakta bahwa isu tersebut sedang dibahas 

atas permintaan para pihak. Pasal 15 UU Notaris mengatur tentang 

kewenangan Notaris. 

  Semua kewenangan notaris adalah sah jika memerhatikan 

ketentuan dari undang-undang. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 15 ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN. Meskipun demikian, terdapat pembatasan 

wewenang ini adalah:20 

a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan 

dengan undang - undang; 

b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang 

membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau 

dikehendaki oleh yang bersangkutan; 

c.  Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta 

itu dibuat. 

 
19  Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua, 

Malang: Bayumedia Publising, 2004, hlm. 77-79.  
20 Ibid.,  
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Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak 

atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi 

Tindakan orang lain agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang 

diinginkan, yaitu proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan 

kepada bawahannya yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk 

melakukan tugas tertentu. 21 Oleh karena itu, kekuasaan adalah kekuasaan 

sekelompok orang tertentu atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan 

atau urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai 

bagian tertentu dari wewenang. Otoritas adalah hak untuk memerintah dan 

hak untuk menuntut kepatuhan.22 

2. Teori Tanggung Jawab Hukum  

 Menurut Hans Kelsen yang menjelaskan teori tanggung jawab, 

konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum (responsibility) adalah 

konsep tanggung jawab (responsibility). 23  Konsep tanggung jawab 

menandakan jika perbuatan orang tersebut melanggar hukum maka 

orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 

perbuatannya.24  

 Pertanggungjawaban yang timbul sesuai menurut KUHPerdata 

mengatur bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan dengan 

 
21  Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170 
22 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003, hlm. 91-92. 
23 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Raja Grafindo 

Persada, hlm. 95. 
24Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 55.  
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sengaja atau tidak sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian 

pada orang lain, harus bertanggung jawab mengganti kerugian itu.25  

 Dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris bertanggung jawab 

atas fungsinya, wajib mempertanggungjawabkan kepada kliennya dan 

bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 

 Tanggung jawab notaris tidak hanya terhadap dirinya dan rekan 

seprofesinya, tetapi juga terhadap klien dan masyarakat yang 

membutuhkan jasanya. Hubungan antara notaris dan klien harus 

didasarkan pada:26 

a. Notaris memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan 

layanan mereka dengan cara terbaik. 

b. Notaris memberikan nasihat hukum untuk mencapai tingkat 

kesadaran hukum yang tinggi, sehingga anggota masyarakat sadar 

akan hak dan kewajibannya. 

c. Notaris wajib memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat 

yang kurang mampu.  

 Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris sebagai pejabat 

umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang 

dibuatnya, dibedakan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut :27 

 
25 Yetniwati, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk 

dan Batasan”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 230 – 231. 
26  Wahyu Wiriadinata, Moral dan Etika Penegak Hukum, Bandung:  Vilawa, 2013, 

hlm.108. 
27 Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, 

Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.34. 
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a. Tanggung jawab notaris sipil atas keaslian material akta yang 

dilakukannya. 

b. Pertanggungjawaban pidana notaris atas kebenaran materil 

perbuatan yang dilakukannya. 

c. Tanggung jawab Notaris didasarkan pada aturan kedudukan notaris 

terhadap kebenaran materiil dari perbuatan yang dilakukannya. 

d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan fungsinya didasarkan 

pada Kode Etik Profesi Notaris 

e. Teori pertanggungjawaban yang diperlukan untuk dapat 

menjelaskan pertanggungjawaban Notaris atas kewenangannya  

 Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang paling sempurna, 

ampuh dan lengkap, sehingga selain kemampuannya untuk menjamin 

kepastian hukum, notaris juga dapat menghindari sengketa. Padahal, 

dalam perkara pidana sudah lazim ditetapkan seorang notaris sebagai 

tersangka sehubungan dengan akta notaris yang dibuatnya. Sangat 

disayangkan jika terdapat akta yang diragukan kebenarannya, dianggap 

bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan 

kliennya. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

perbuatannya dengan melakukan praktik autentikasi yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan 

hukum.28 

 
28 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000, 

hlm. 9.   
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 Jika Notaris pensiun atau berhenti sebagai Notaris maka kegiatan 

di kantor tersebut juga akan berhenti, dan protokolnya 

diserahterimakan kepada Notaris penggantinya.29  Bahkan dalam hal 

para pihak yang terlibat tidak lagi menjalankan fungsi notaris. Yang 

bersangkutan selalu dapat diminta untuk memberikan keterangan 

mengenai perbuatan yang dilakukannya.30  Notaris dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya sesuai dengan bentuk perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan. Akibat adanya pelanggaran atau kelalaian 

Notaris dalam proses melakukan autentikasi jadi dapat menemukan 

ketentuan melanggar hukum pidana dan juga melawan hukum 

perdata.31 

 Perbuatan melanggar hukum oleh notaris dalam melaksanakan 

perbuatannya membuat notaris bertanggung jawab atas kerugian yang 

diakibatkan oleh perbuatan notaris tersebut. Tentang mengapa notaris 

harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya  yaitu32 dalam 

segala hal, berdasarkan UUJN, Pasal 1365, 1366, dan 1367 

KUHPerdata berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk 

membayar ganti kerugian. 

 

 
29 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN.2014/No. 3, TLN No. 

5491, Ps. 65.  
30  Siti Hajati Hoesin,“Tanggung Jawab Notaris sebagai Pemberi Kerja dalam Hal Terjadi 

Perbuatan Melawan Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 No.3 Juli-September 

2019, hlm. 747. 
31  Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pascasarjana FH Universitas 

Indonesia, 2003), hlm. 14 
32  G.H.S Lumban Tobing,  Op.Cit., hlm. 31. 
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3. Teori Kepastian Hukum 

  Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan 

secara benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum 

dalam undang-undang oleh pihak-pihak yang berkompeten dan 

kompeten. sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu 

peraturan yang harus ditaati.33 

  Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminolgis 

keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang 

menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan 

apa yang menjadi hak setiap orang. 

  Bagi setiap warga negara, kepastian hukum sangatlah penting. 

Pertama, adanya kepastian hukum akan memungkinkan masyarakat di 

manapun berada merasa aman dan nyaman dalam melakukan 

aktivitasnya. Seperti yang dikatakan Jeremy Bentham, prinsip 

kebahagiaan terbesar, tujuan hukum harus untuk kepentingan individu 

dan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan terbesar.34 Dapat dipahami 

bahwa hukum harus berguna untuk mencapai kebahagiaan. Setiap orang 

 
33 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999, 

hlm. 23. 
34 Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, 

hlm. 34-36. 
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yang melakukan usaha dengan itikad baik ingin dilindungi oleh hukum 

agar aman dan nyaman dalam melakukannya.35 

  Kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan 

masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu 

atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu 

dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat 

tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-

tengah kehidupan masyarakat.36 Maka dari pemaparan dan penjelasan 

teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala 

bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena 

orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.37 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau disebut juga 

dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan 

yang tertulis.38 Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek 

dari penelitian tersebut. Terutama dilakukan untuk meneliti hukum yang 

perumusannya tanpa dikaitkan dengan pendekatan masyarakat, yang 

kemudian didukung dengan data-data sekunder sebagai refrensi dalam 
 

35 Yetniwati, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk 

dan Batasan”, Op.Cit., hlm. 219. 
36  Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan 

Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Kompas, 2008, hlm. 80 
37 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing, 

2005), hlm. 22. 
38 Sri Mamudji, et.al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Depok: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 10. 
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penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang kaitannya dengan 

penelitian39 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian, 

yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. 40  Dalam penelitian ini, penulis memilih melakukan 

pendekatan perundang-undangan atau statute approach dengan 

memeriksa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

b. Pendekatan Konseptual 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau 

conceptual approach. Pendekatan ini dilakukan dengan cara 

melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-

pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan 

sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab 

 
39 Irwansyah, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm 97 - 100 
40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2011, hlm. 93 dalam Irwansyah, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021 hlm. 

133 – 134. 
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permasalahan dalam penelitian. Doktrin - doktrin dan pandangan-

pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-

pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang 

relevan dengan permasalahn dalam penelitian hukum. 41  Penulis 

melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman 

dan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, 

teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum bagi pengangkut serta penumpang sebagai pengguna jasa. 

3. Sumber dan Bahan Hukum  

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat ditemukan melalui penelitian 

kepustakaan. Dalam kajian ini, yang dipergunakan adalah: 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum 

primer, yang meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta 

literatur hukum lainnya, menjadi fokus dalam konteks ini. Dalam 

proses penelitian ini, poin yang berfokus pada bahan hukum sekunder 

adalah penggunaan buku-buku hukum. 

 
41 Ibid., hlm. 147 – 149. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan tersebut memberikan wawasan mendalam tentang bahan 

hukum lainnya dengan memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.42  Bahan hukum yang 

akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi kamus, 

ensiklopedia, direktori pengadilan, dan berbagai sumber lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Tujuan dari penerapan teknik pengumpulan bahan hukum adalah untuk 

memperoleh materi hukum yang relevan dalam proses penelitian. Dalam 

upaya mencapai tujuan tersebut, metode pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan adalah studi kepustakaan, yang mendukung dan terkait dengan 

konteks penelitian ini.43 Dalam studi ini, digunakan alat pengumpulan data 

berupa studi dokumen yang bertujuan untuk menggali data sekunder.44  

Studi kepustakaan merupakan salah satu alat pengumpulan bahan 

hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan 

menggunakan content analysis.45 Teknik ini bermanfaat sebagai landasan 

teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-bukum peraturan 

perundangan, dokumen dan launnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 

 
42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. 
43 Sri Mamudji, Op.Cit.,  hlm. 28. 
44 Ibid. hlm. 6. 
45 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.,  2011. hlm. 21. 
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yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku 

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.46  

Pemanfaatan analisis data secara kualitatif dilakukan karena data yang 

terhimpun berasal dari pengamatan langsung yang kemudian disandingkan 

dengan sumber-sumber literatur yang relevan dan teori-teori yang terkait 

dengan isu yang ada. Dari sini, langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi solusi melalui analisis mendalam, hingga akhirnya 

menyimpulkan temuan yang akan diperoleh.47  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Hasil akhir adalah hasil dari mengkristalkan fakta dan analisis yang telah 

dijalankan dengan menggunakan suatu struktur berpikir.48 Dalam studi ini, 

kesimpulan diambil melalui pendekatan deduktif, yang berarti bahwa 

kesimpulan ditarik dari konsep umum ke contoh-contoh khusus.49 

 
46 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.,  hlm. 13. 
47 Ibid., hlm. 14. 
48Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 5. 

49Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1986. 
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